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ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Penerapan Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang
Hidup Bersama Bukan Suami Istri Sah di Kabupaten Ende DiTinjau Dari
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang lIzin Perkawinan Bagi
Pegawai Negeri Sipil” Disusun Oleh Dominika Theresia Ito, NIM:
2018110258

Dalam masalah perkawinan dan perceraian harus mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil hampir setiap definisi mengenai hukum, hal yang menjadi
titik perhatian yang dikedepankan oleh para pakar dan praktisi hukum adalah
bahwa hukum itu mempunyai sanksitanpa sanksi maka suatu peraturan
perundang-undangan dapat dikatakan sebagai tidak mempunyai nilai hukum.

Rumusan maslah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Penerapan Sanksi
bagi Pegawai Negeri Sipil yang hidup bersama bukan suamu istri sah di
Kabupaten Ende diTinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
tentang lzin Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil. Apa faktor penyebab Pegawi
Negeri Sipil yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan
penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Suatu proses untuk menemukan suatu
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penuls maka
penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam menegakan disiplin Pegawai
Negeri Sipil dalam menjatuhkan sanksi hukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang
telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum seperti perbuatan hidup
bersama bukan suami istri sah belum benar-benar mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.Ada beberapa faktor yang menyebabkan
Pegawai Negeri Sipil hidup bersama tanpa ikatan yang sah,yaitu ketidak puasan
dalam hubungan,kurangnya komunikasi dan dukungan dari pasangan
sah,kesempatan dan likungan Kkerja,faktor sosial dan budaya,serta tekanan
ekonomi.

Meskipun terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan Pegawai negeri sipil di
Kabupaten Ende, dalam penanganan yang dilakukan instansi justru dilakukan
langkah kompromi, Artinya penanganan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang
disebutkan dalam pasal 16 PP No,10 tahun 1983 yang menyebutkan tindak
pemecatan jika ada seorang PNS yang terbukti melanggar peraturan. Dalam
pelaksanaannya jika seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran, sanksi yang
biasa dilakukan adalah penurunan pangkat, tidak diberikan jabatan, atau
menghambat kenaikan gaji berkala.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pegawai Negeri Sipil, Perkawinan



ABSTRACT

The title of this thesis is "Implementation of Sanctions for Civil Servants
Who Live Together with Non-Legal Husband and Wife in Ende Regency
Reviewed from Government Regulation Number 45 of 1990 Concerning
Marriage Permits for Civil Servants™ Compiled by Dominika Theresia Ito,
NIM: 2018110258

In matters of marriage and divorce must refer to Government Regulation
Number 45 of 1990 Concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants
almost every definition of law, the point of attention put forward by legal experts
and practitioners is that the law has sanctions, without sanctions then a statutory
regulation can be said to have no legal value.

The formulation of the problem in this study is How to Implement Sanctions
for Civil Servants who live together with non-legal husbands in Ende Regency
Reviewed from Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage
Permits for Civil Servants. What are the factors causing Civil Servants to live
together without a legal marriage bond?

The approach method used in this study is a normative research approach,
which is a legal research conducted by examining library materials or secondary
data. A process to find a legal rule, legal principles, or legal doctrines in order to
answer the legal issues faced.

Based on the results and discussions that have been carried out by the author,
the researcher draws a conclusion that in enforcing the discipline of Civil Servants
in imposing legal sanctions on Civil Servants who have been proven to have
committed unlawful acts such as living together without a legal husband and wife,
it has not really referred to Government Regulation Number 45 of 1990. There are
several factors that cause Civil Servants to live together without a legal bond,
namely dissatisfaction in relationships, lack of communication and support from
legal partners, opportunities and work environments, social and cultural factors,
and economic pressures.

Although it was proven that violations were committed by civil servants in
Ende Regency, in the handling carried out by the agency, a compromise was
taken, meaning that the handling carried out was not in accordance with that
stated in Article 16 of PP No. 10 of 1983 which states that dismissal is carried out
if a civil servant is proven to have violated the regulations. In its implementation,
if a civil servant is proven to have committed a violation, the usual sanctions are
demotion, not being given a position, or inhibiting periodic salary increases.

Keywords: Application of Sanctions, Civil Servants, Marriage
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